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ABSTRAK 

 

PERAN KUA DALAM MENERAPKAN SISTEM INFORMASI 

MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) 

 (Studi Komparatif KUA Kecamatan Marga Tiga Kabupaten  

Lampung Timur Dan KUA Kecamatan Metro Pusat) 

  

Oleh : 

FADZILLA RIZQY 

NPM. 1902010017 
Sistem Informasi yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama dinamakan dengan 

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis online. Hal ini merujuk pada 

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan pada 

Pasal 1 ayat (15) menyebutkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH 

adalah aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik yang kini dapat 

diakses oleh masyarakat umum, yang pada aturan sebelumnya SIMKAH hanya dapat 

diakses oleh operator yang ada di KUA. Namun dalam implementasinya terdapat 

perbedaan tingkat keberhasilan penggunaan SIMKAH pada dua KUA yang ada di kota 

Metro. 

Penelitian ini membahas dua permasalahan di Kantor Urusan Agama Marga Tiga 

dan KUA Metro Pusat yaitu 1) Bagaimana peran KUA dalam mengoptimalisasi 

penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) . 2) Bagaimana peran KUA di 

KUA Marga Tiga dan KUA Kota Metro Pusat dalam rangka memberitahu manfaat 

SIMKAH bagi masyarakat dalam Penggunaan SIMKAH. 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research) dengan Studi 

Komparatif di KUA kecamatan Marga Tiga  dan KUA Kecamatan Metro Pusat, hal ini 

karena adanya perbedaan kondisi masyarakat yang ada. Masyarakat di wilayah KUA 

kecamatan Metro pusat cenderung lebih modern sedangkan masyarakat kecamatan Marga 

Tiga cenderung konservatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

metode survey, wawancara kepada Kepala KUA, Operator SIMKAH dan Masyarakat 

Marga Tiga Masyarakat Metro Pusat, dan dokumentasi. Adapun metode pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris.  

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa KUA Metro Pusat telah mengoptimalkan pemanfaatan SIMKAH dengan 

dukungan sarana prasarana yang memadai, SDM yang terlatih, serta sistem koordinasi 

yang baik. Sebaliknya, KUA Marga Tiga menghadapi sejumlah kendala dalam penerapan 

SIMKAH, seperti keterbatasan akses internet, kurangnya pelatihan bagi staf, dan 

hambatan teknis lainnya. Dengan demikian, peran KUA sangat penting tidak hanya 

sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penggerak transformasi digital dalam 

pelayanan keagamaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas 

kelembagaan dan infrastruktur pendukung agar sistem informasi manajemen nikah dapat 

berjalan optimal dan merata di seluruh wilayah. 2). Peran yang dilakukan masing-masing 

KUA Marga Tiga dan Metro Pusat dalam memberitahu manfaat SIMKAH kepada 

masyarakat, yaitu dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat yang 

telah diadakan di Kantor Kecamatan dan kantor-kantor Desa setempat atau pada kegiatan 

keagamaan yang khusus diadakan pihak KUA dan memberitahukan link tutorial terkait 

pendaftaran nikah menggunakan SIMKAH. 

Kata kunci : Peran, KUA, Simkah.  
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MOTTO 

 

سَمّٗ  جَلٖ مُّ
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا تدََاينَتُم بدَِينٍۡ إلَََِٰٓ أ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ مۡ يََٰٓ ُُ ۡۡنَ تُ  بذ ۡۡ َ ۡۡ ََ ُُو ُُۚ   تُ ۡۡ  ََك

ِي  مُۡللِِ ٱلَّذ ۡۡ ََ تُۡ   ۡۡ ُ  ََلۡيَ تَُ  كَمَا عَلذمَهُ ٱللّذ ُۡ ن يَ
َ
بَ كََتٌِ  أ

ۡ
لََ يأَ ََ كََتُِ ُۢ بكِلۡعَدۡلِِۚ 

ُۡخَسۡ مِنۡهُ شَۡ  لََ يَ ََ َ رَبذهُۥ  َتذقِ ٱللّذ ۡۡ ََ ِي عَلَيۡهِ ٱلَۡۡقُّ  َۡ ٔ ٔاٗ  ََإنِ كََنَ ٱلَّذ
َ
عَلَيۡهِ ٱلَۡۡقُّ سَفِيهًا أ
اَْ شَهِيدَينِۡ مِن  ََٱسۡتشَۡهِدُ ُّهُۥ بكِلۡعَدۡلِِۚ  ِۡ ََ ن يمُِلذ هُوَ ََلۡيُمۡللِۡ 

َ
َۡ لََ يسَۡتَطِيعُ أ

َ
ضَعِيفًا أ

مۡۖۡ  ُُ  ٢٨٢  ..…رجَِّالِ
Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang 

pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat 

menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. 

Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). 

Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia 

menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, 

lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya 

mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di 

antara kamu..(Q.S Al-Baqarah/2:282) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Administrasi perkawinan yang tertib dan terstruktur merupakan salah 

satu upaya pemerintah untuk memastikan setiap perkawinan yang 

dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum. Kantor Urusan Agama (KUA)  

memegang peran sentral dalam pelaksanaan administrasi perkawinan bagi 

umat Islam di Indonesia. Dalam hal ini, pelaporan dan pencatatan perkawinan 

yang benar menjadi esensial untuk menjaga keabsahan dan legalitas 

perkawinan.
1
 

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi 

perkawinan, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj.II/369 

Tahun 2013 melalui kementrian Agama  mengeluarkan aturan tentang adanya 

sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH). SIMKAH adalah sebuah 

program aplikasi komputer yang berbasis WEB yang berfungsi untuk 

mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di 

wilayah Republik Indonesia secara online maupun offline, data akan 

tersimpan dengan aman di Kantor Urusan Agama setempat, dan di Bimas 

Islam. data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan 

sesuai dengan berbagai keperluan karena di lengkapi dengan backup data yang 

                                                           
1
 Roni Haldi, “Peran Administrasi Perkawinan Dalam Mewujudkan Perlindungan 

Perempuan Dan Anak,”. 



2 

 

 

 

terintegrasi dengan internet tanpa takut data-data akan hilang karena bencana 

alam.
2
 

Dari pengertian diatas SIMKAH merupakan sistem yang 

dikembangkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia untuk 

memfasilitasi administrasi pencatatan pernikahan. Sistem ini digunakan untuk 

mengelola informasi dan data pernikahan secara elektroni, mulai dari 

pendaftaran nikah hingga penerbitan buku nikah. SIMKAH membantu 

mempermudah proses pencatatan dan memastikan data pernikahan tersimpan 

dengan baik serta akurat. 

Tujuan dari Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) yaitu untuk sistem 

backup data dan penyeragaman data yang terintegrasi, mempermudah dan 

mempercepat proses pencatatan pernikahan di KUA, mengintegrasikan data 

pernikahan secara nasional untuk memastikan bahwa data tersebut akurat dan 

dapat diakses oleh instansi terkait, mengurangi resiko kesalahan pencatatan 

dan meningkatkan keamanan data pernikahan, mempermudah masyarakat 

dalam mengakses informasi dan layanan terkait pernikahan, mendukung 

kebijakan pemerintah dalam hal pencatatan sipil dan administrasi 

kependudukan yang lebih baik dan terintegrasi.
3
 

kelebihan aplikasi ini adalah proses pencatatan nikahnya tercover 

administrasi dengan lebih tertib karena berbasis komputer. Selain itu  

SIMKAH juga mengurangi ketergantungan pada proses pencatatan manual 

                                                           
2
 Rizel Juneldi Ramdani Wahyu Sururie, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah 

(Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang” 1, No. 2 (2020). 
3
 Eva Hany Fanida Rizadian Mayangsari, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah 

(Simkah)” Vol 3, no. No 1. 
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yang rentan terhadap kesalahan, calon pengantin dapat mengajukan 

permohonan pencatatan pernikahan secara online dan dapat mengurangi 

kebutuhan untuk datang langsung ke KUA dan mempermudah proses 

administrasi, data pernikahan tersimpan secara terpusat dan meminimalkan 

duplikasi atau kesalahan pencatatan, perlindungan data pribadi dengan fitur 

keamanan yang lebih canggih, petugas KUA dapat menangani lebih banyak 

menerima permohonan dalam waktu yang lebih singkat, meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas proses pencatatan, dan pengguna merasa lebih 

puas dengan proses yang lebih cepat dan mudah.
4
 

Meskipun SIMKAH sudah diterapkan di banyak KUA dan memiliki 

banyak manfaat secara teoritis namun secara realitas, penerapannya di 

berbagai daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor  dan perbedaan antara KUA di berbagai 

daerah khususnya di Desa dan di Kota juga menimbulakan variasi dalam 

tingkat keberhasilan penerapan SIMKAH mulai dari fasilitas yang kurang 

memadai dan juga sarana prasarana yang kurang lengkap. 

Dalam hal ini, penulis bertujuan untuk melakukan penelitian 

komparatif di dalam menerapkan SIMKAH antara dua KUA, yaitu KUA 

Kecamatan Marga Tiga dan KUA Kecamatan Metro Pusat, yang pasti 

memiliki karakteristik, tantangan dan tingkat implementasi SIMKAH yang 

berbeda. Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana peran KUA dalam 

                                                           
4
 Fuad Riyadi, “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Dalam 

Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di Kua Kecamatan Mejobo Kudus,” 

Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 9, no. 2 (3 Januari 2019): 211, 

https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4477. 



4 

 

 

 

menerapkan SIMKAH, kendala yang dihadapi, solusi yang telah dilakukan 

untuk mengatasi masaslah-masalah tersebut, serta bagaimana cara KUA 

memberitahukan manfaat penggunaan aplikasi SIMKAH kepada masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih dalam terhadap Peran KUA Dalam Menerapkan Sistem Informasi 

Manajemen Nikah (SIMKAH) (Studi Komparatif KUA Kecamatan 

Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Dan KUA Kecamatan Metro 

Pusat). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

memfokuskan penelitian dengan permasalahan pokok yang ada, diantara 

rumusan masalahnya yaitu: 

1. Bagaimana peran KUA dalam mengoptimalisasi penerapan sistem 

informasi manajemen nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Marga Tiga 

dan KUA Kecamatan Metro Pusat? 

2. Bagaimana peran KUA Marga Tiga dan KUA Metro Pusat terhadap 

masyarakat dalam memberitahu manfaat penggunaan Sistem Informasi 

Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kecamatan Marga Tiga dan Kecamatan 

Metro Pusat ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan atas 

penelitian ini adalah: 



5 

 

 

 

1. Untuk mengetahui bagaimana peran KUA dalam mengoptimalisasi 

penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA 

Kecamatan Marga Tiga dan KUA Kecamatan Metro Pusat. 

2. Untuk mengetahui peran KUA Marga Tiga dan KUA Metro Pusat 

terhadap masyarakat dalam memberitahu manfaat penggunaan Sistem 

Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kecamatan Marga Tiga dan 

Kecamatan Metro Pusat. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Ada beberapa manfaat yang dapat di diperoleh dari hasil penelitian ini, 

yaitu : 

1. Manfaat Praktis, Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan lebih kepada para pembaca mengenai peran KUA 

dalam optimalisasi penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Marga Tiga 

dan KUA Kecamatan Metro Pusat. 

2. Manfaat Akademis , Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan rujukan, referensi, dan informasi serta diharapkan bisa menjadi 

sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi bagi ilmu 

pengetahuan, sehingga ilmu terus berkembang dan bermanfaat bagi 

penulis maupun pembaca. 

 

E. Penelitian Relevan 

Pada penelusuran penelitian karya tulis ilmiah yang menarik ini, 

mengenai penggunaan SIMKAH bukan lagi hal yang baru, namun untuk 
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menjelaskan hal yang menjadi perbedaan dengan penelitian terdahulu yang 

sudah pernah dibahas diantaranya yaitu: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Afriani Dwi Utami mahasiswa 

Fakultas Syariah yang berjudul “Efektivitas Pendaftaran Nikah Secara Online 

Melalui SIMKAH Sebagai Upaya Mempermudah Administrasi Pernikahan 

Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi kasus Di KUA Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo).
5
 Metode penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif, teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi dan 

wawancara, rumusan masalah skripsi ini yakni; 1) Bagaimana implementasi 

pendaftaran nikah secara online melalui SIMKAH sebagai upaya 

mempermudah administrasi pernikahan pada masa pandemi Covid-19  di 

KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ditinjau dari efetivitas 

hukum)? 2) apa saja faktor penunjang dan penghambat efektivitas pendaftaran 

nikah secara online melalui simkah sebagai upaya mempermudah administrasi 

pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo belum berjalan efektif. Faktor penunjang dan 

penghambat pendaftaran nikah secara online melalui SIMKAH pada masa 

pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sukorejo, yang mana faktor penunjang 

pendaftaran nikah secara oline meliputi kemauan atau kesadaran masyarakat, 

adanya peraturan yang dibuat dan SIMKAH sudah terintegrasi dengan 

Disdukcapil. Sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya pemahaman 

terhadap teknologi, server SIMKAH hanya satu se-indonesia, dan tidak 

                                                           
5
 Afriana Dwi Utami, “Efektivitas Pendaftaran Nikah Secara Online Melalui SIMKAH 

Sebagai Upaya Mempermudah Administrasi Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi 

kasus Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)” (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2022). 
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stabilnya jaringan internet. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

akan dilakukan penulis terletak pada sub pembahasan yakni, bagaimana 

penggunaan program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. 

Adapun perbedaanya terletak pada substansi permasalahan, teori dan 

lokasi yang akan diteliti. Jika skripsi terdahulu terfokus pada efektivitas 

program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online di KUA 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, sedangkan penelitian ini lebih 

menekankan kepada peran KUA dalam mengoptimalkan penerapan SIMKAH 

dan mengkomparasi dua tempat yaitu KUA Kecamatan Marga Tiga dan KUA 

Kecamatan Metro Pusat. 

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Tiara Ivanka Mahasiswa Fakultas 

Syariah dan Hukum Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan 

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online di KUA Kecamatan 

Lembang Jaya Kabupaten Solok”.
6
 Metode penelitian ini merupakan metode 

penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, 

studi kepustakaan, dokumentasi. Dari penelitian memperoleh hasil bahwa 

pelaksanaan SIMKAH online yaitu: 1). Kurangnya Sumber Daya Manusia 

terutama dalam IT, 2). Jaringan internet yang kurang memadai, 3). Menambah 

peralatan pendukung, dan 4). Melakukan sosialisasi khusus kepada 

masyarakat mengenai SIMKAH online. Dalam tinjauan hukum Islam, 

pelaksanaan SIMKAH online dia KUA Kecamatan Lembang Jaya telah 

                                                           
6
 Tiara Ivanka, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi 

Manajemen Nikah (SIMKAH) online di KUA Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok” (UIN 

Sutan Syarif Kasim Riau, 2022). 
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memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam teori maslahah mursalah yaitu 

mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan bagi masyarakat berupa diakuinya 

pernikahan atau dengan kata lain pernikahannya sah dimata agama dan negara 

karena telah dicatatkan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan penulis terletak pada sub pembahasan yakni, bagaimana 

penggunaan program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. 

Adapun perbedaan terletak pada permasalahannya. Jika skripsi 

terdahulu terfokus pada tinjauan menurut Hukum Islam terhadap pelaksanaan 

SIMKAH Online, sedangkan penelitian ini lebih menekankan kepada peran 

KUA dalam mengoptimalkan penerapan SIMKAH studi komparatif terhadap 

dua KUA. 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mohamad Khojin, (Institu Agama 

Islam Syekh Nurjati Cirebon, 2020), yang berjudul “efektivitas pencatatan 

perkawinan secara online di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Astamajapura Kabupaten Cirebon Pada Tahun 2019 dan 2020”.
7
 Dengan 

rumusan masalah: 1). Bagaimana efektivitas pencatatan perkawinan secara 

online di KUA Kecamatan Astamajapura Cirebon? 2). Faktor apa yang 

mempengaruhi efektivitas pencatatan perkawinan secara online di KUA 

Kecamatan Astamajapura Cirebon? Metode penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori 

efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukan faktor yang mempengaruhi 

                                                           
7
 Mohamad Khojin, “efektivitas pencatatan perkawinan secara online di Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Astamajapura Kabupaten Cirebon Pada Tahun 2019 dan 2020” (IAIN 

Sekh Nurjati Cirebon, 2020). 
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keefektivan pencatatan perkawinan secara online di kantor urusan agama 

Kecamatan Astamajapura antara lain: keterbatasan sarana dan prasarana 

pendukung pencatatan perkawinan secara online melalui aplikasi SIMKAH 

online, minimnya SDM yang handal di KUA Kecamatan astamajapura di 

bidang teknologi, dan kurangnya sosialisasi dari pihak KUA Kecamatan 

Astamajapura kepada masyarakat mengenai adanya pencatatan. Persamaan 

penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada metode penelitian yang 

digunakan yakni metode kualitatif. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada fokus 

penelitian. Pada skripsi tersebut terfokus pada pencatatan perkawinan secara 

online, sedangkan di penelitian ini fokusnya pada peran KUA dalam 

menerapkan aplikasi SIMKAH. 

 

 

  



 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Peran 

1. Pengertian Peran  

Peran adalah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.
1
 Peran 

merupakan suatu konsep yang merujuk pada seperangkat perilaku, 

tanggung jawab, dan fungsi yang diharapkan dari seseorang berdasarkan 

posisi atau kedudukannya dalam suatu sistem sosial, organisasi, atau 

lingkungan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu 

memainkan berbagai peran yang saling bergantian, tergantung pada 

konteks dan situasi yang dihadapinya. Misalnya, seseorang bisa berperan 

sebagai seorang anak di dalam keluarga, sebagai karyawan di tempat kerja, 

dan sebagai warga negara dalam masyarakat luas. 

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang 

diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat diartikan dan 

dapat diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh 

yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran adalah aktivitas yang 

dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus 

dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu 

ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.
2
 

                                                           
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat 

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014. 
2
 Megi Tindangen, Daisy S dan M. Engka dan Patric C Wauran, “Peran Perempuan Dalam 

Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat 

Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa),” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 20, 

No.03 (Oktober 2020). 
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Peran menurut Koentrajaraningrat, berarti tingkahlaku individu 

yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep 

peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang 

yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut 

Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap 

caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang 

berdasarkan status dan fungsi sosialnya.
3
 

Pengertian Peran Menurut Sorjono Soekanto, yaitu peran merupakan 

aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan 

kewajibam sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. 

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang 

yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia 

menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus 

dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya.
4
 Peran tidak 

hanya berkaitan dengan tanggung jawab formal, tetapi juga menyangkut 

ekspektasi sosial yang melekat pada posisi tersebut. Setiap peran 

membawa harapan tertentu tentang bagaimana seseorang seharusnya 

bertindak, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain. Ekspektasi 

ini bisa berasal dari norma sosial, budaya, atau aturan institusional. 

Kesesuaian antara perilaku individu dengan peran yang dijalankannya 

                                                           
3
 Muhammad Fajar Awaludin dan Rachmat Ramdani, “Peran Kelompok Keagamaan Dalam 

Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PCNU kabupaten Karawang dan 

Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu sa Kabupaten Sukabumi),” Jurnal Ilmiah Wahana 

Pendidikan Vol. 8, No.1 (Januari 2022). 
4
 Nuruni dan Kustini, “Experiental Marketing, Emotional Branding and Brand,” Jurnal 

Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 No 1 (2021). 
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sering kali menentukan seberapa baik hubungan sosial terbentuk dan 

seberapa efektif suatu sistem dapat berfungsi. 

Dalam konteks organisasi, peran memiliki arti yang lebih struktural 

dan fungsional. Setiap posisi dalam organisasi memiliki peran yang jelas, 

seperti manajer yang bertanggung jawab atas perencanaan dan 

pengawasan, atau staf yang menjalankan tugas-tugas operasional. 

Kejelasan peran dalam organisasi sangat penting untuk mencegah konflik, 

tumpang tindih tanggung jawab, dan untuk menciptakan koordinasi kerja 

yang efektif. Ketika setiap individu memahami dan menjalankan perannya 

dengan baik, tujuan bersama akan lebih mudah dicapai. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh 

banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki 

status atau kedudukan tertentu. Dalam konteks penelitian ini peran KUA 

bisa diartikan sebagai tanggung jawab dan tugas yang diemban oleh KUA 

dalam menjalankan dan mengelola Sistem Informasi Manajemen Nikah 

(SIMKAH), termasuk bagaimana KUA memastikan sistem ini diterapkan 

secara efektif untuk pencatatan pernikahan yang sah dan sesuai dengan 

aturan yang berlaku. 

Peran ini juga mencakup bagaimana KUA menjalankan fungsinya 

dalam melayani masyarakat, menyelesaikan masalah yang muncul, serta 

memenuhi ekspektasi yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat 

terkait administraisi pernikahan. 
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2. Jenis-jenis peran  

Dalam kehidupan sosial, setiap individu menjalankan berbagai 

peran yang berbeda tergantung pada konteks dan lingkungannya. Secara 

umum, jenis-jenis peran dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi, 

kedudukan sosial, dan lingkungan tempat peran itu dijalankan. Jenis-jenis 

peran ini membantu seseorang untuk menyesuaikan diri dalam berbagai 

situasi, serta menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat. 

Salah satu jenis peran yang paling umum adalah peran sosial, yaitu 

peran yang dijalankan individu sebagai bagian dari masyarakat. Peran ini 

mencakup tanggung jawab sebagai anggota keluarga (seperti peran ayah, 

ibu, anak), sebagai teman, tetangga, atau warga negara. Peran sosial 

bersifat informal dan sering dipengaruhi oleh nilai, norma, serta budaya 

yang berlaku di suatu masyarakat. Dalam menjalankan peran sosial, 

seseorang dituntut untuk bersikap sesuai dengan harapan sosial agar 

tercipta hubungan yang harmonis.  

Selain itu, ada juga peran formal, yaitu peran yang diberikan secara 

resmi oleh suatu lembaga atau organisasi. Contohnya termasuk peran 

sebagai guru di sekolah, polisi di masyarakat, atau karyawan dalam sebuah 

perusahaan. Peran ini biasanya disertai dengan tanggung jawab dan 

wewenang tertentu yang diatur oleh aturan atau prosedur resmi. Peran 

formal cenderung lebih jelas dan terstruktur dibandingkan peran sosial, 

serta menuntut profesionalisme dan ketaatan terhadap aturan 
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Peran menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, 

yaitu: 

1) Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul 

dijalankan seseorang atau kelompok orang dalam menjalankan suatu 

peran. 

2) Peran yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang diharapkan 

masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu. 

3) Konfil peranaan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami 

seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut 

harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain. 

4) Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan 

secara emosional. 

5) Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorang dalam 

menjalanakan peran tertentu. 

6) Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita 

contoh, tiru diikuti. 

7) Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang 

dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.
5
 

8) Peran Formal merupakan peran yang ditentukan oleh aturan atau 

struktur yang jelas dalam suatu organisasi atau institusi. Peran formal 

biasanya diatur secara resmi melalui kontrak, peraturan, atau hukum. 

                                                           
5
 Ryana Toyibatun, “PERAN KUA DALAM PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH 

(Studi kasus di KUA Kecamatan Sumowono)” (Salatiga, 2022). 

S. Fahrizal, “http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf". diakses 

pada tanggal 17 Agustus 2024, pukul 21:37 WIB. 
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9) Peran inormal merupakan peran yang berkembang secara alami dalam 

interaksi sosial tanpa aturan atau struktur yang jelas. Peran informal 

seringkali muncul dari hubungan antarmanusia dan dinamika 

kelompok. 

10) Peran sosial adalah tanggung jawab dan harapan yang dikaitkan 

dengan status seseorang dalam masyarakat. Peran ini terkait dengan 

posisi sosial tertentu, seperti peran sebagai ayah, ibu, anak atau 

anggota masyarakat. 

11) Peran gender merupakan peran yang terkait dengan harapan dan norma 

masyarakat yang dihubungkan dengan jenis kelamin. Namun peran 

gender bisa berbeda tergantung pada budaya dan tradisi suatu 

masyarakat. 

12) Peran ganda adalah ketika seseorang menjalankan beberapa peran 

sekaligus. Peran ganda seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, 

dan kadang-kadang bisa menyebabkan konflik peran jika tuntutan 

peran tersebut bertentangan. 

13) Peran kultural merupakan peran yang dibentuk oleh nilai, norma, dan 

tradisi budaya dimana seseorang hidup. Peran ini seringkali terkait 

dengan identitas budaya atau etnis tertentu. 

14) Peran tertentu (Specific Role) merupakan peran yang sangat spesifik 

dalam situasi atau konteks tertentu, seperti dalam proyek, kegiatan, 

atau acara tertentu. 
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15) Peran relatif (Reciprocal Role) peran ini tergantung pada adanya 

hubungan atau interaksi dengan peran lain. Misalnya, peran guru hanya 

bermakna jika ada siswa.
6
 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa KUA menganut peran 

formal secara struktural dan legal, karena semua tugas pokok dan 

fungsinya ditetapkan dalam regulasi negara. Namun, dalam 

pelaksanaannya, KUA juga menjalankan peran sosial, terutama dalam 

konteks pembinaan keagamaan dan kehidupan keluarga di masyarakat. 

Dengan kata lain, KUA adalah lembaga formal yang juga menjalankan 

fungsi sosial, menjadikannya lembaga yang penting dalam penguatan nilai-

nilai keagamaan dan ketahanan sosial  

3. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pemerintahan 

yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, 

dan memiliki peran penting dalam urusan keagamaan masyarakat, 

khususnya umat Islam. KUA tidak hanya dikenal sebagai tempat 

pencatatan pernikahan, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang luas 

dalam bidang pelayanan, pembinaan, dan pengelolaan kehidupan 

keagamaan di tingkat kecamatan. 

                                                           
6
 Ryana Toyibatun, “Peran Kua dalam Pembinaan Keluarga Sakinah (Studi kasus di KUA 

Kecamatan Sumowono)” (Salatiga, 2022). 
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Peran KUA dapat dibagi ke dalam beberapa aspek utama, baik dari 

sisi formal kelembagaan maupun dari sisi sosial kemasyarakatan: 

1. Peran Administratif dan Legal (Peran Formal) 

KUA menjalankan peran formal sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. Tugas ini bersifat administratif dan legal dalam 

urusan keagamaan, di antaranya: 

1) Pencatatan Pernikahan, KUA bertugas mencatat dan 

menyelenggarakan pernikahan bagi umat Islam serta menerbitkan 

buku nikah sebagai bukti sah secara hukum dan agama. 

2) Pencatatan Talak, Cerai, dan Rujuk. Meskipun proses cerai 

dilakukan di Pengadilan Agama, KUA tetap mencatat rujuk dan 

perubahan status pernikahan. 

3) Pencatatan Wakaf, KUA melakukan pendataan dan pembinaan 

terhadap tanah dan harta benda wakaf. 

4) Penyuluhan Agama, KUA menyelenggarakan kegiatan penyuluhan 

dan edukasi keagamaan untuk mendukung kehidupan beragama 

yang harmonis dan taat aturan. 

 

2. Peran Sosial dan Kultural 

Selain sebagai lembaga formal, KUA juga memainkan peran 

penting dalam membina masyarakat secara sosial dan kultural. Peran 
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ini bersifat informal dan sangat bergantung pada kebutuhan serta 

dinamika masyarakat lokal. 

1) Konseling dan Mediasi Keluarga: KUA menjadi tempat bagi 

pasangan suami-istri atau calon pengantin untuk berkonsultasi 

mengenai kehidupan berkeluarga dan menyelesaikan konflik 

rumah tangga. 

2) Pembinaan Keluarga Sakinah: Melalui program ini, KUA 

mendorong terbentuknya keluarga yang harmonis, sejahtera, dan 

berlandaskan nilai-nilai keislaman. 

3) Bimbingan Pra Nikah (BINWIN): KUA memberikan pendidikan 

dan pembekalan kepada calon pengantin agar siap membangun 

rumah tangga secara matang, baik dari sisi emosional, spiritual, 

maupun sosial. 

4) Peran dalam Moderasi Beragama: KUA berperan dalam 

menciptakan dan menjaga kerukunan umat beragama di wilayah 

kerjanya melalui dialog, edukasi, dan kerja sama lintas agama. 

 

3. Peran KUA dalam Pembangunan Bangsa 

Dengan fungsinya yang menyentuh langsung aspek kehidupan 

masyarakat, KUA menjadi ujung tombak pembangunan karakter dan 

moral bangsa. Lewat bimbingan agama, pembinaan keluarga, serta 

peran dalam pengelolaan ibadah dan zakat/wakaf, KUA mendukung 
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pencapaian tujuan nasional dalam menciptakan masyarakat yang adil, 

makmur, dan berakhlak mulia. 

Jadi, Kantor Urusan Agama memiliki peran yang sangat 

strategis, tidak hanya sebagai lembaga administratif negara dalam 

urusan agama, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat dalam aspek 

sosial dan spiritual. Melalui berbagai programnya, KUA hadir di 

tengah masyarakat untuk membantu membentuk keluarga yang 

sakinah, masyarakat yang religius, serta bangsa yang harmonis dan 

toleran. Oleh karena itu, peran KUA harus terus diperkuat, baik secara 

kelembagaan maupun melalui peningkatan kapasitas sumber daya 

manusianya. 

 

B. Sistem Informasi Manajeman Nikah (SIMKAH) 

1. Pengertian SIMKAH 

Istilah Sistem Informasi Manajemen Nikah yang terdiri dari empat 

kata, yaitu sistem informasi, manajemen dan kata nikah. Kata sistem 

berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga 

membentuk suatu totalitas. Kata informasi dan manajemen sering 

disatukan sehingga bermakna kegiatan mengumpulkan data dan nikah 

merupakan hubungan perkawinan atau akad yang dilakukan oleh laki-laki 
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dan perempuan untuk memperoleh kehalalan dalam hubungan suami istri 

dan timbul antara kedua hak dan kewajiban.
7
 

Hal ini sejalan dengan SIMKAH yang merupakan Sistem 

Informasi Manajemen Nikah yang berbasis informasi teknologi program 

aplikasi komputer yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah 

untuk dicatatkan dengan cara yang modern pelayanan berbasis Informasi 

Teknologi di seluruh Kantor Urusan Agama di wilayah Republik Indonesia 

secara Online. Program ini menggunakan teknik komputerisasi dengan 

jaringan internet sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan efisiem serta 

aman, dan sistem penyeragaman data dan Back-up data yang harus 

terintegrasi. Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data dapat 

lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah apalagi 

melalui suatu program yang memadai dalam pencatatan nikah.
8
 

Data-data yang diserahkan pada saat mendaftarkan pernikahan 

sangat penting untuk mengaplikasikan SIMKAH yang berbasis website ini, 

sejalan dengan yang direncanakan dan dirancang khusus oleh Dirjen 

Bimas Islam dalam melaksanakan pengelolaan pernikahan dan rujuk, 

seperti beberapa dokumen penting berupa kartu keluarga (KK) dan kartu 

tanda penduduk (KTP) sebagai syarat pendaftaran perkawinan calon 

pengantin ketika aplikasi ini telah terhubung dengan beberapa aplikasi lain 

                                                           
7
 Al Yasa’ Abubakar dan Muhammad Ilham Purnama, “Efektivitas Penerapan SIMKAH di 

KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh,” SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 3, 

no. 1 (9 Agustus 2019): 1, https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i1.4406. 
8
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi 

Manajemen Bimas Islam (SIMBI) (Jakarta: Dirjend Bimas Islam, 2013), 1. 
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seperti SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).
9
 Aplikasi 

ini memiliki akurasi data yang sangat baik karena jika tingkat akurasi 

kurang akan terjadi permasalahan dalam input data persayaratan nikah dan 

rujuk permasalahan yang sering terjadi yaitu berhubungan dengan akurasi 

data. 

Jadi aplikasi SIMKAH ini selain sebagai sistem yang menyediakan 

informasi juga sudah terhubung secara langsung dengan Kemenag, aplikasi 

ini mempunyai kegunaan yaitu dapat mengecek dan mendeteksi calon 

pengantin yang bermaksud menyalahgunakan pencatatan pernikahan. 

Aplikasi ini juga sangat mempermudah pencatatan pernikahan menjadi 

lebih efektif dan efesien karena sudah terhubung langsung dengan Sitem 

Informasi Kependudukan di Kemenag. SIMKAH yang dilengkapi dengan 

komputerisasi berbasis online sehingga ketika input data pernikahan hanya 

dengan memasukan NIK (Nomor Induk Kependudukan) calon pengantin 

tersebut akan secara otomatis muncul data lengkap NIK tersebut, sehingga 

calon pengantin tidak dapat memalsukan memanipulasi atau memalsukan 

data pribadinya. 

2. Dasar Hukum SIMKAH 

Dasar hukum Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di 

Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan denagan administrasi pernikahan. Beberapa diantaranya adalah:  

                                                           
9
 Sutisna, A Bachrun Rifa‟i, Yuliana “Implementasi System Informasi Manajemen Nikah 

Dalam Peningkatan Kualitas Layanan” Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah, Vol. 4 No. 2 (2019) 
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1) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. 

II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Manajemen Nikah 

(SIMKAH) pada KUA Kecamatan yang berbunyi:
10

 

a) Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan merupakan suatu 

tuntutan yang mesti dilakukan pada era globalisasi dan transformasi 

saat ini dalam meningkatkan pelayanan publik. 

b) Pelayanan yang mudah dan murah sebagai lembaga pemerintah 

dalam mengayomi masyarakat mengharuskan adanya upaya 

perubahan pradigma agar semua layanan dapat diakses melalui 

media teknologi informasi. 

c) Aplikasi SIMKAH merupakan sarana pencarian data pencatatan 

nikah pada KUA Kecamatan yang dapat menghasilkan data dan 

informasi secara elektronik menuju penerapan e-nikah. 

d) Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Dari keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam 

tentang penerapan SIMKAH pada KUA Kecamtan di atas dapat 

disimpulkan bahwa melalui instruksi ini pemerintah mencoba 

melakukan trobosan baru dalam pencatatan perkawinan. Hal ini dapat 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada KUA 

Kecamatan yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan 

KUA. Untuk itu diperlukan adanya perangkat teknologi informasi pada 

KUA Kecamatan yang mudah diakses oleh lapisan masyarakat. 

                                                           
10

 “Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam  Nomor DJ.II/ 369 Tahun 

2013 tentang penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan 

Agama Kecamatan.,”. 
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2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 

menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat. SIMKAH adalah 

salah satu bentuk modernisasi dalam pencatatan pernikahan tersebut.
11

 

3) Undang-undang Nomor  22 tahun 1946 adalah undang-undang yang 

mengatur pencatatan nikah, talak, dan rujuk di Indonesia. Undang-

undang ini menegaskan bahwa setiap pernikahan, perceraian (talak), 

dan rujuk  harus dicatat oleh pejabat yang berwenang, yakni penghulu 

atau Kantor Urusan Agama untuk Muslim dan Kantor Catatan Sipil 

untuk non-Muslim.
12

 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan aturan 

pelaksanaan dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 tentang 

pencatatan perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan 

harus dilaporkan dan dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan baik di 

Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Muslim maupun Kantor 

Catatan Sipil bagi non-Muslim. 
13

 

5) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang 

pencatatan pernikahan. PMA ini mengatur lebih lanjut mengenai 

pencatatan pernikahan secara elektronik melalui Sistem Informasi 

Manajemen Nikah (SIMKAH) yang dikelola oleh Kementrian 

Agama.
14

 

                                                           
11

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
12

 “Undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.". 
13

 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 
14

 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. 
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PMA ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, 

dan akurasi dalam proses pencatatan pernikahan di Indonesia, serta 

mendorong digitalisasi layanan publik di bidang keagamaan. 

3. Tujuan dan Manfaat SIMKAH 

Tujuan dari adanya Sistem Informasi Manajemen Nikah dapat 

disajikan dalam empat poin yaitu:
15

 

a) SIMKAH bertujuan untuk meningkatan efisiensi administrasi 

pencatatan pernikahan. Dengan  digitalisasi, proses pencatatan menjadi 

lebih cepat dan akurat. 

b) Pengelolaan data yang terintegrsai. Sistem ini memungkinkan integrasi 

data pernikahan di seluruh Indonesia, memudahkan pengelolaan data 

secara nasional. 

c) Peningkatan kualitas pelayanan. SIMKAH bertujuan untuk 

memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada 

masyarakat dalam hal pencatatan pernikahan. 

d) Sistem ini dirancang untuk mencegah adanya data pernikahan ganda , 

yang sering menjadi masalah dalam pencatatan manual. 

Adapun Manfaat Sistem Informasi Manajemen Nikah dapat 

disajikan dalam 5 poin yaitu:
16

 

a) Data pernikahan dapat diakses dengan mudah oleh instansi terkait, 

memudahkan verivikasi dan penyediaan informasi ketika diperlukan. 

                                                           
15

 Rizel Juneldi, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua 

Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.” 
16

 Ibid  
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b) Dengan sistem digital, potensi kesalahan dalam pencatatan data 

menjadi lebih kecil dibandingkan dengan pencatatan manual. 

c) Proses administrasi yang lebih cepat menghemat waktu dan biaya baik 

bagi masyarakat maupun pemerintah. 

d) SIMKAH meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan data pernikahan, karena setiap entri dapat dilacak dan 

diverivikasi. 

e) Data yang terkumpul dalam SIMKAH dapat digunakan sebagai dasar 

untuk pembuatan kebijakan di bidang kependudukan dan perniakahan. 

Dengan adanya SIMKAH, pencatatan pernikahan di Indonesia 

menjadi lebih modern, efisien, dan akurat, yang pada akhirnya 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

4. Regulasi Sistem Informasi Manajemen Nikah 

Regulasi merupakan aturan atau peraturan yang dibuat untuk 

mengendalikan perilaku atau tindakan orang-orang dalam suatu 

komunitas. Regulasi dapat dibuat oleh pemerintah, lembaga negara, atau 

pihak swasta yang memiliki kewenangan tertentu. 

Regulasi SIMKAH secara resmi diatur oleh kementrian Agama 

Republik Indonesia dan didasarkan pada sejumlah peraturan hukum. 

Regulasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) yang tertuang 

pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 892 Tahun 

2019.
17

 

1) Menimbang: 

                                                           
17

 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 892 Tahun 2019 
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a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah 

pada kantor Urusan Agama Kecamatan, perlu aplikasi layanan 

berbasis teknologi informasi. 

b. Bahwa aplikasi layanan berbasis teknologi informasi sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, telah dibuat dalam bentuk Manajemen 

Nikah berbasis web. 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama 

tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web pada 

Kantor Urusan Agama Kecamatan. 

2) Mengingat : 

a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, 

Talak, Rujuk. 

b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan 

Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 

November 1946nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, 

Talak, Rujuk luar Jawa dan Madura (Lemabran Negara Republik 

Indonesia tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 694). 

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 No 1 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3019) 
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d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentanf Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 

e. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data 

Indonesia (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2019 

Nomor 112). 

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar 

Pelayanan (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 

615). 

g. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252). 

h. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Agama (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495). 

i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

708) 



28 

 

 

 

j. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang 

Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1118). 

3) Memutuskan : 

a. Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG 

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH BERBASIS WEB 

PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN. 

b. KESATU : Menetapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah 

Berbasis Web (SIMKAH WEB) pada Kantor Urusan Agama 

Kecamatan. 

c. KEDUA : SIMKAH WEB Sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU digunakan untuk mengelola administrasi pencatatan 

pernikahan, yang meliputi: 

a) Pendaftaran Nikah 

b) Pemeriksaan Nikah 

c) Pengumuman Nikah 

d) Pencatatan Nikah 

e) Rekomendasi Nikah 

f) Pelaporan Nikah, dan 

g) Survei Kepuasan Masyarakat. 

d. KETIGA : Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib menggunakan 

SIMKAH WEB dalam memberikan pelayanan pencatatan 

pernikahan. 
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e. KEEMPAT : Dalam hal Kantor Urusan Agama Kecamatan belum 

terjangkau aliran listrik, jaringan internet, dan terkena force 

majeur, layanan pencatatan pernikahan dapat dilakukan secara 

manual. 

f. KELIMA : Input data SIMKAH  WEB menggunakan data 

berbasis KTP Elektronik. 

g. KEENAM : SIMKAH WEB dapat diintegrasikan dengan aplikasi 

Kementrian dan Lembaga Lain sesuai keperluan. 

h. KETUJUH : SIMKAH WEB tidak dapat diubah, dimodifikasi, dan 

diintegrasikan dengan aplikasi lain tanpa persetujuan Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 

i. KEDELAPAN : SIMKAH WEB dapat dikembangkan fitur dan 

fungsinya sesuai dengan kebutuhan layanan. 

j. KESEMBILAN : tata cara pengoperasian SIMKAH WEB 

ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam. 

k. KESEPULUH : pada saat keputusan ini mulai berlaku, 

penggunaan aplikasi SIMKAH Berbasis Dekstop ditiadakan. 

l. KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

 

 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) 

dengan menggunakan studi komparatif atau perbandingan. Penelitian ini 

mengambil data primer dari lapangan yang akan dikaji secara intensif serta 

dianalisis kembali pada data yang sudah dikumpulkan dari lapangan.
1
 

Dalam penelitian ini peneliti fokusnya adalah memahami peran KUA 

dalam konteks penerapan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah 

Peneliti akan mengeksplorasi secara mendalam bagaimana KUA Marga 

Tiga dan KUA Metro Pusat berbeda dalam menerapkan SIMKAH. 

B. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat Kualitatif melalui pendekatan Yuridis empiris 

yakni sebuah penelitian hukum yang mengkaji hukum dalam kenyataan 

atau praktiknya di lapangan, misalnya bagaimana suatu peraturan 

diterapkan oleh aparat penegak hukum atau dipatuhi oleh masyarakat. 

Penelitian ini tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma yang tertulis 

dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat bagaimana 

hukum itu dilaksanakan atau berfungsi dalam masyarakat. Penelitian ini 

menggambarkan dan mengurai data yang sebagaimana adanya dan 

bersumber dari pengalaman atau observasi nyata, bukan semata-mata 

                                                           
1
 Sugiono, metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2004). 
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spekulasi atau opini. Data yang dikumpulkan berasal dari kenyataan.
2
 

Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan penemuan penelitian yang 

terdapat dalam penerapan program SIMKAH di KUA Kecamatan Marga 

Tiga dan KUA Kecamatan Metro Pusat. 

 

C. Sumber data 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan 

secara langsung dari lapangan untuk memenuhi suatu tujuan tertentu.
3
 

Terkait penelitian ini, dalam penentuan sumber data serta teknik 

sampling, peneliti menggunakan teknik double  purposive sampling. 

Adapun yang dimaksud dengan double purposive sampling 

adalah teknik pengambilan sample yang menggunakan dua tahap 

seleksi berdasarkan pertimbangan tertentu.
4
  

Kriteria yang menjadi pertimbangan utama peneliti dalam 

pengambilan sumber data tersebut yaitu: 

1) Sample pertama merupakan Pegawai Kantor Urusan Agama di 

Kecamatan Marga Tiga dan Kecamatan Metro Pusat yaitu Kepala 

KUA dan petugas operator . 

2) Sample yang kedua yang menjadi informan adalah masyarakat 

(pasangan yang baru menikah / yang sedang mengurus pernikahan) 

yang berada di Kecamatan Marga Tiga dan Kecamatan Metro Pusat.  

                                                           
2
 Nawawi Hadari, Metode Penelitian Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1993). 

3
 Ibrahim, Metode Penelitian Kualitatif. 

4
 Sofian effendi, Metodologi Penelitian Survei (Jakarta: LP3ES, 2012). 
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Sumber data Primer dalam penelitian ini diperoleh langsung 

dari responden yaitu Kepala KUA Kecamatan Marga Tiga Bapak 

Muhammad Hidayat,S.Ag dan Kepala KUA Kecamatan Metro Pusat 

Bapak Ahmad Gunawan, S.Ag., M.Sy., Ibu Sri Wahyuni, S.E.I selaku 

operator SIMKAH KUA Kecamatan Marga Tiga dan Ibu Purnia 

Cahyanti, S.E.I selaku operator SIMKAH Kecamatan Metro Pusat 

serta beberapa informan dari masyarakat yaitu Rohman, Elok, Yogi 

dan Diana selaku masyarakat Kecamatan Marga Tiga dan Dwi, 

Ikhwan, khoirul dan Anisa selaku masyarakat Kecamatan Metro 

Pusat.  

Alasan dalam pemilihan Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Marga Tiga dan KUA Kecamatan Metro Pusat sebagai 

lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis dan 

akademis. Pertama, perbedaan karakteristik wilayah antara kedua 

kecamatan menjadi faktor penting. KUA Marga Tiga terletak di 

wilayah pedesaan Kabupaten Lampung Timur, yang memiliki 

keterbatasan dalam hal infrastruktur teknologi dan akses informasi. 

Sementara itu, KUA Metro Pusat berada di wilayah perkotaan Kota 

Metro, yang relatif lebih maju dalam aspek digitalisasi pelayanan 

publik. Perbedaan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara 

lebih komprehensif bagaimana latar belakang geografis dan sosial 

memengaruhi efektivitas penerapan SIMKAH. Kedua, perbedaan 

dalam tingkat penggunaan dan pemanfaatan SIMKAH antara kedua 
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KUA tersebut menunjukkan adanya variasi dalam implementasi 

kebijakan digitalisasi administrasi pernikahan. KUA Metro Pusat 

diketahui telah cukup lama menerapkan SIMKAH secara optimal, 

dengan dukungan SDM yang memadai dan fasilitas teknologi yang 

lengkap. Sebaliknya, KUA Marga Tiga masih menghadapi berbagai 

tantangan dalam proses digitalisasi, seperti keterbatasan jaringan 

internet, kurangnya pelatihan SDM, dan resistensi terhadap perubahan 

sistem manual ke digital. Ketiga, relevansi dan kontribusi ilmiah dari 

pemilihan kedua lokasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

menyeluruh mengenai implementasi SIMKAH di dua konteks 

berbeda: perkotaan dan pedesaan. Dengan membandingkan kedua 

KUA ini, penelitian dapat mengidentifikasi faktor-faktor pendukung 

dan penghambat dalam penerapan SIMKAH, serta merumuskan 

rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 

di lingkungan KUA secara lebih merata. 

Dengan demikian, pemilihan KUA Marga Tiga dan KUA 

Metro Pusat sebagai objek penelitian bukan hanya berdasarkan 

perbedaan lokasi semata, tetapi juga karena keduanya mewakili dua 

spektrum yang kontras dalam hal kesiapan, kemampuan, dan 

pengalaman dalam mengelola sistem informasi pernikahan berbasis 

digital. 

2. Sumber Data Sekunder 
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Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak diberikan 

secara langsung kepada pengumpul data, tetapi bersumber dari orang 

lain atau dokumen. Sumber data sekunder bisa diartikan sebagai 

sumber data tambahan dalam suatu penelitian sehingga  sumber data 

primer menjadi lengkap.
5
 Sumber data sekunder yang peneliti gunakan 

adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 

Tentang Pencatatan Pernikahan, KMA Nomor 892 Tahun 2019, buku 

pedoman SIMKAH, Peraturan Pemerintah mengenai SIMKAH, 

Jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang berkitan dengan SIMKAH, dan 

buku-buku pendukung lainya. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara atau metode yang 

dipergunakan untuk mengumpulkan data berupa catatan kejadian, hal-hal 

yang berkenaan dengan data, berkenaan dari sebagian maupun semua 

lapisan masyarakat. Pengumpulan data ini mempunyai tujuan untuk 

mendapatkan informasi yang diperlukan pada tahap pencapaian dari 

sebuah tujuan penelitian. Maka metode yang peneliti gunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Survei  

Survei merupakan metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pengalaman, 

                                                           
5
 Ubroto Suryo, Metodologi Pendidikan  Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 3. 
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pandangan, atau persepsi individu atau kelompok terhadap suatu 

fenomena sosial.
6
 Adapun jenis Survei yang peneliti gunakan adalah 

survei secara langsung. Dalam hal ini peneliti akan melakukan 

pengematan secara langsung dan terus terang kepada responden 

bahwa peneliti melakukan penelitian guna mendapatkan data sehingga 

dapat melengkapi dan mendukung materi yang diperoleh dari 

wawancara terhadap responden. 

2. Wawancara 

Wawancara (interview) adalah cara pengumpulan data dengan 

mengadakan tanya jawab langsung kepada obyek yang diteliti atau 

kepada perantara yang mengetahui persoalan dari obyek yang diteliti.
7
 

Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi 

terstruktur yaitu wawancara yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan 

yang sudah disiapkan sebelumnya, tetapi masih memberikan 

fleksibilitas kepada pewawancara untuk mengeksplorisasi jawaban 

lebih dalam atau ,menambahkan pertanyaan baru sesuai dengan respon 

yang diberikan oleh responden agar dapat menghasilkan data yang 

kaya dan mendalam serta memberikan wawasasn yang lebih luas 

tentang topik yang diteliti. 

Untuk mendapatkan informasi, peneliti bertanya secara 

langsung dengan Kepala KUA Kecamatan Marga Tiga dan Kepala 

KUA Metro Pusat, operator KUA Kecamatan Marga Tiga dan operator 

                                                           
6
 Helaluddin, Hengki, “Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktek” 

(2019Sekolah Tinggi Theollogia Jaffaray). 
7
 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Statistik (jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24. 
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KUA Kecamatan Metro Pusat, serta pasangan yang baru menikah / 

yang sedang mengurus pernikahan. Selain itu peneliti juga 

menggunakan Handphone (Hp) untuk merekam dan mencatat jawaban 

responden untuk dianalisis lebih lanjut. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sumber data yang mempunyai 

kelebihan di banding dengan sumber data lainya. Dimana sumber data 

ini relatif merupakan data alamiah dan mudah di peroleh, dokumentasi 

ini bisa berupa catatan lapangan, transkip wawancara, data statistik, 

foto dan berbagai dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.
8
  

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan 

sejumlah data pendukung seperti dokumentasi profil dari KUA 

Kecamatan Marga Tiga dan KUA Kecamatan Metro Pusat sebagai 

setting penelitian, dokumentasi ketersediaan perangkat dan sarana 

prasarana aplikasi SIMKAH online yang dimiliki oleh KUA 

Kecamatan Marga Tiga dan KUA Kecamatan Metro, serta 

dokumentasi kegiatan penelitian yang dijalani oleh peneliti ketika 

berada di lapangan. Serta data dokumentasi lainnya yang relevan 

dengan penelitian ini. 

 

E. Teknik Analisis Data 

                                                           
8
 Bambang setiyadi, Metode Peneltian Untuk Mengajjaran Bahasa Asing:Pendekatan 

Kuantitatif Dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 249. 
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Analisis (Analiysing) data adalah upaya yang dilakukan dengan 

jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan 

apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
9
 

Analisis data yang penulis sajikan dalam penelitian ini adalah 

Reduksi Data yaitu Menyaring dan memilih data dari hasil wawancara, 

observasi, atau dokumen yang relevan dengan peran KUA dan 

pelaksanaan SIMKAH, Penyajian Data Menyusun data dalam bentuk 

narasi dan tabel, Penarikan Kesimpulan  yaitu Menyimpulkan temuan 

tentang efektivitas atau kendala yang dihadapi KUA dalam penerapan 

SIMKAH.
10

 

Metode ini dianalisa melalui tahapan menggambarkan 

permasalahan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), kemudian 

menganalisis prosedur pelaksanaannya. Yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian ini 

diperoleh dengan cara wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi 

untuk data sekunder.
11

 

                                                           
9
 Sugiono, Op.Cit 92. 

10
 Muhammad Nasir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 63. 

11
 Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 13. 



 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Kantor Urusan Agama Marga Tiga dan Metro Pusat 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marga Tiga 

beralamatkan di Jalan Raya Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Marga 

Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Kode Pos 34195, dan  terdiri 

dari 13 desa denagan luas wilayah seluruhnya +- 13.808 Ha yang terdiri 

dari Desa Jaya Guna, Sukaraja Tiga, Gedung Wani, Gedung Wani Timur, 

Surya Mataram, Nabang Baru, Negeri Jemanten, Negeri Agung, Negeri 

Katon, Tanjung Harapan, Sukadana Baru, Negeri Tua, dan Trisinar.
1
 

Kecamatan Marga Tiga merupakan salah satu wilayah Kecamatan 

pemekaran Sukadana dan dengan batasan-batasan wilayah yang mana 

sebelah utara dengan Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Bumi Agung, 

sebelah selatan dengan Kecamatan Sekampung Udik, sebelah barat dengan 

Kecamatan Sekampung, dan sebelah timur dengan Kecamatan 

Sekampung. Adapun kondisi masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan 

Marga Tiga cenderung masih konservatif disebabkan faktor pendidikan 

yang relatif menengah dengan menempuh jenjang pendidikan 

SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat.
2
 

Saat ini KUA Kecamatan Marga Tiga dikepalai oleh Bapak H. 

Muhammad Hidayat,S.Ag. yang juga menjabat sebagai penghulu madya. 

                                                           
1
Dokumentasi Profil KUA Marga Tiga.2022 

2
 Dokumentasi Profil KUA Marga Tiga 
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Selain itu beliau dibantu oleh beberapa pejabat dan staf KUA diantaranya 

Bapak H. Sugeng Riyadi,S.Ag. Selaku penyuluh Agama, Kemudian ibu 

Sri Wahyuni,S.E.I selaku operator administrasi, dan staf lainnya. 

 

(Strukrur Organisasi KUA Marga Tiga) 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Kantor Urusan Agama  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala KUA 

H. Muhammad Hidayat, 

M.Sy 

 

Fungsional Umum  

Sri Wahyuni, S.E.I 
Penyuluh Agama Islam 

(PAI Fungsional) 

H. Sugeng Riyadi, S.Ag 

Fungsional Umum 

Arif Mufti 

PPPK 

Penata layanan Operasional 

Rofiatun Azizah, M.H 

Yusron Imam Safi’i 

Ahmad Nursalim, 

S.H.I 

Nurmala Hayati, 

S.Pd.I 

Irkham Al-Ghozali, 

M.Pd.I 

Muhamad Ishak 

Ahmad Yusuf 

Latifatul Khabib 
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(KUA) Kecamatan Metro Pusat beralamatkan di Jalan Brigjen 

Sutiyoso, Kelurahan Metro, Kecamatan metro Pusat, Kota Metro , 

Lampung, Kode pos 34111, dengan luas wilayah 11,71 Km
2  

dan dengan 

batas-batas wilayah yang mana sebelah utara berbatasan dengan 

Kecamatan Metro Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan 

Metro Selatan, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Metro Barat, 

dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Metro Timur.
3
 Adapun 

kondisi masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Metro Pusat 

cenderung lebih berkembang dan modern dengan mayoritas masyarakat 

berpendidikan tinggi dengan menempuh jenjang pendidikan 

SMA/Sederajat, S-1/Sederajat kemudian disusul S-2Sederajat.
4
 Dengan 

letak wilayah Kecamatan Metro Pusat merupakan sentral kota Metro yang 

mana segala bidang pelayanan publik tersedia. 

 Saat ini KUA Kecamatan Metro Pusat dikepalai oleh Bapak 

Ahmad Gunawan, S.Ag., M.Sy. yang juga menjabat sebagai penghulu 

madya. Selain itu beliau dibantu oleh beberapa pejabat dan staf KUA 

diantaranya Bapak H.Bambang ST., S.Ag. Selaku penyuluh Agama, 

Kemudian ibu Purnia Cahyanti, S.E.I selaku operator administrasi, dan staf 

lainnya. 

  

                                                           
3
 Dokumentasi Profil KUA Metro Pusat 

4
 Dokumentasi Profil KUA Metro Pusat 
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(Struktur Organisasi KUA Metro Pusat) 

 
 

 
 

PENGHULU MADYA/KEPALA 
Ahmad Gunawan, S.Ag.,M.Sy 
NIP. 19741025 200003 1 003 

 
 Petugas Tata Usaha 

 

 

 Pelaksana Penyusun Bahan 
Fasilitasi Sertifikasi Harta 

Benda Wakaf 

- 

1.  

 Pengelola Bahan 
Administrasi Kepenghuluan 

 

 

 Pelaksana Penyusun Bahan 
Kepenghuluan 

Purnia Cahyanti, S.E.I 
NIP. 198107182006042004 

 

 PengadministrasiKemasjidan 

 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

  Adapun tugas kepala KUA Kecamatan adalah sebagaimana 

tertuang dalam pasal 18 PMA no. 16 tahun 2016 tentang Organisasi dan 

tata kerja Kantor Urusan Agama kecamatan yang berbunyi: “Kepala KUA 

Kecamatan wajib melaksanakan pengendalian internal, melakukan 

 Pengadministrasi  

Husni Syarifudin 
NIP. 198111042014111001 

 PENGHULU MADYA 

- 

 
PENGHULU MUDA 

Mahmudi Yazid, S.HI 
NIP. 19800711 200901 1 007 

Penyuluh Agama Islam 

H. Bambang ST, S.Ag 

NIP. 19720721 200604 1 014 

 

 

Nip. 197906262009012001 

 

NIP. 197906262009012001 

 

 

Penyuluh Honorer : 

1. Abdurrahman Al Muhasibi, Lc 

2. Busroyadi, S.Pd.I 

3. Deli Yuspitasari, S.Pd.I 

4. Elly Zulinda, S.Ag 

5. Hardi, S.Kom.I 

6. Nur Muhammad, MH 

7. Rahmadani  Matondang, S.H.I 

8. Wiwin Nuraeni, Lc 
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penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan secara 

berkala”. Dan dalam pasal lanjutannya pasal 19 menyebutkan “bahwa 

Kepala KUA Kecamatan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor 

Kementrian Agama Kabupaten/Kota yang secara fungsional mempunyai 

hubungan kerja dengan KUA Kecamatan”. 

  Dalam PMA Nomor 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja kantor Urusan Agama, pasal 1 dinytakan bahwa Kantor Urusan 

Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis pada 

Kementrian Agama, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional 

dibina oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota, yang 

kemudian dalam pasal 2 disebutkan bahwa KUA Kecamatan Bertugas 

melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah 

kerjanya. 

  Adapun fungsi KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 PMA 

Nomor 34 tahun 2016 ayat (1) adalah: 

1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah 

dan rujuk; 

2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; 

3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA 

Kecamatan; 

4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah; 
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5) Pelayanan bimbingan kemasjidan; 

6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari’ah; 

7) Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam; 

8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;dan  

9) Pelaksanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan. 

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dalam ayat (2) KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan 

bimbingan manasik haji bagi jamaah Haji Reguler. 

Adapun dari tugas dan fungsi KUA tersebut dapat diketahui bahwa 

tugas dari KUA Kecamatan sepenuhnya melayani terhadap masyarakat. 

Berhasilnya suatu organisasi publik dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya dapat dilihat dari bagaimana pelayanan yang diberikan kepada 

publik atau masyarakat, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, KUA kecamatan 

dikoordinasikan oleh kepala selsi atau penyelenggara yang membidangi 

urusan Agama Islam di kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota. 

 

 

B. Peran KUA Marga Tiga dan Metro Pusat dalam Mengoptimalkan 

Peran SIMKAH. 

 Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang sangat penting 

dalam mengoptimalkan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah 

dan Rujuk). SIMKAH sendiri merupakan  sistem yang digunakan untuk 

memudahkan proses pencatatan nikah, rujuk, dan perceraian di Indonesia, 
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yang terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan dan data 

Agama. KUA bertanggung jawab memberikan edukasi kepada masyarakat 

terkait pentingnya pendaftaran pernikahan melalui SIMKAH. Dengan 

memahami cara penggunaan sistem ini, masyarakat akan lebih tertib dalam 

mendaftarkan pernikahannya. 

 Dilihat dari manfaatnya, aplikasi SIMKAH sangat menguntungkan 

dan mempermudah KUA dalam mendata pernikahan ditingkat kecamatan. 

Bersamaan dengan itu, aplikasi SIMKAH telah dirilis dalam bentuk web 

yang  akan memudahkan masyarakat dalam mengakses data nikah 

termasuk melakukan pendaftaran nikah tanpa harus pergi langsung ke 

KUA yang cukup memakan biaya yang besar, seperti biaya transportasi 

dan biaya lainya. 

 Secara umum, regulasi yang dituangkan dalam Keputusan Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam No DJ.II/369 Tahun 

2013 Tentang Penerapan SIMKAH pada Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan tertanggal 12 November 2018, sejak dikeluarkannya SIMKAH 

WEB ini, sejak itu pula Dirjen Bimas mengeluarkan surat Nomor 

B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2019 perihal pemberlakuan aplikasi tersebut. 

Hal ini menunjukan bahwa Kementrian Agama  serius melakukan inovasi 

terkait pencatatan perkawinan. 

 Namun pada realitasnya, berdasarkan wawancara yang telah 

peneliti lakukan di KUA Marga Tiga dan KUA Metro Pusat, pada hal ini 

diperoleh data dari Kepala KUA dan Operator SIMKAH bahwa: 
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 “SIMKAH di KUA Marga Tiga ini direalisasikan pada tahun 2019, 

aplikasi SIMKAH sangat efektif sangat mempermudah pelayanan dan 

mempercepat pelayanan di KUA. Dengan penerapan SIMKAH ini secara 

menyeluruh bisa mencegah penipuan data perkawinan dan petugas KUA 

pun tidak perlu memeriksa berkas secara manual atau menginput data 

berulang kali. SIMKAH ini juga sangat efektif sebagai database digital 

sehingga bisa disimpan dengan leluasa.”
5
 

 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Marga Tiga, 

bahwasannya penerapan aplikasi SIMKAH sangat efektif dalam 

pelayanan. Aplikasi SIMKAH mempermudah dan mempercepat 

pelayanan. Dengan penerapan aplikasi ini secara menyeluruh bisa 

mencegah penipuan data perkawinan. 

Dalam penjelasan lain, Kepala KUA Metro Pusat menyebutkan 

sebagai berikut: 

“Aplikasi SIMKAH ini sangat efektif sekali mbak, sejak penerapan 

SIMKAH pada tahun 2019, banyak perubahan signifikan yang kami 

rasakan. Yang paling utama adalah efisiensi waktu dan proses yang lebih 

transparan. Dulu, untuk mengurus administrasi pernikahan, calon 

pengantin harus datang berkali-kali untuk mengisi formulir, menyerahkan 

dokumen, dan menunggu antrean. Sekarang, semua bisa dilakukan secara 

online. Salah satu kelebihan SIMKAH adalah proses pendaftaran yang 

tidak memerlukan kehadiran fisik. Calon pengantin cukup mengakses 

sistem dari rumah untuk mengisi formulir dan mengunggah dokumen 

yang diperlukan. Kami juga bisa langsung mengkonfirmasi apakah 

dokumen yang diajukan sudah lengkap atau ada yang kurang. Jika ada 

kekurangan, kami dapat menghubungi calon pengantin segera, tanpa 

mereka perlu datang lagi ke kantor.”
6
 

Dilihat dari pelaksanaannya dipandang cukup baik seluruh jajaran 

KUA Kecamatan. Meski demikian, Menurut petugas operator  KUA 

Marga Tiga terdapat hambatan tersendiri dalam penerapan SIMKAH. 

                                                           
5
 Wawancara dengan Kepala KUA Marga Tiga Bapak.Muhammad Hidayat,Tanggal  4 Juni 

2025. 
6
 Wawancara kepada Kepala KUA Metro Pusat, Bapak Ahmad Gunawan, Tanggal  10 Juni 

2025. 
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“Hambatan internalnya adalah koneksi internet yang sering terputus atau 

lambat. Hal ini membuat kami kesulitan untuk mengakses data atau 

melakukan verifikasi online Banyak proses yang terhambat, selain 

masalah jaringan, kami juga sering menghadapi masalah dengan server 

yang sering eror atau down. Biasanya, ini terjadi saat banyak pengguna 

yang mengakses secara bersamaan, atau ketika ada pembaruan sistem 

yang tidak berjalan dengan lancar. Selain itu kendala eksternalnya selama 

ini ada di data kependudukan, seperti mempunyai identitas ganda, 

identitas sudah dicabut tapi belum diperbarui, sehingga saat mengakses 

muncul data tidak ditemukan, lalu dari masyarakatnya sendiri banyak 

yang tidak memahami SIMKAH dikarenakan ketika mendaftar nikah 

hanya diwakilkan oleh perangkat desa atau orang tua.”
7
 

Sedangkan menurut petugas operator SIMKAH KUA Metro Pusat 

menyatakan bahwa :  

“SIMKAH secara keseluruhan sudah sangat membantu dalam 

mempercepat proses administrasi pernikahan. Namun, salah satu kendala 

yang cukup sering kami hadapi adalah masalah server pusat yang 

terkadang mengalami gangguan. Ketika server pusat sedang bermasalah, 

akses ke sistem menjadi lambat atau bahkan tidak bisa diakses sama 

sekali. Ini tentu mempengaruhi kelancaran layanan kami, karena sebagian 

besar proses administrasi pernikahan sekarang bergantung pada sistem 

tersebut.”
8
 

Masyarakat di sekitar KUA Marga Tiga dan Metro Pusat beragam 

dalam menyikapi adanya SIMKAH. Ada sebagian mengatakan bahwa 

SIMKAH sangat membantu dan mempermudah pendaftaran pernikahan 

dan merasa diuntungkan dengan adanya fitur kartu nikah online. Berbeda 

dengan sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa SIMKAH 

memberatkan mereka karena dianggap ribet, kemudian kendala jaringan, 

dan kendala kurangnya pemahaman teknologi yang dialami. Berikut ini 

merupakan hasil wawancara dengan beberapa informan: 

“Saya merasa sangat terbantu dengan adanya SIMKAH. Dulu, proses 

administrasi seperti mengurus dokumen kependudukan itu rumit banget. 

                                                           
7
 Wawancara dengan Operator KUA Marga Tiga, 4 Juni 2025 

8
 Wawancara dengan Operator KUA Metro Pusat, 4 Juni 2025 
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Harus ke banyak kantor, antri panjang, dan kadang gak jelas prosedurnya. 

Tapi sekarang, SIMKAH mempermudah semuanya. Kita bisa mengakses 

dengan cepat, dan mengurus dokumen juga jadi lebih praktis. Awalnya 

saya bingung bagaimana cara mendaftarnya, Namun kemudian dijelaskan 

oleh petugas operator SIMKAH kegunaan dan manfaat SIMKAH dan 

diberitahu tutorial cara mendaftar pernikahan menggunakan SIMKAH”.
9
 

 

Lain halnya dengan yang dikemukakan masyarakat Marga Tiga, 

yang menyatakan bahwa: 

“Jujur, saya merasa SIMKAH itu bikin pusing. Awalnya saya pikir, kalau 

sudah ada sistem online, semua jadi lebih mudah. Tapi kenyataannya, 

saya malah jadi lebih bingung. Misalnya, harus unggah dokumen-

dokumen yang kadang nggak jelas harus dalam format apa. Terus, kalau 

salah sedikit, nggak bisa lanjut, dan saya harus ulang lagi dari awal. Yang 

paling ribet itu waktu saya harus ngecek statusnya. Kadang saya nggak 

tahu, sudah diproses atau belum. Saya coba cek online, tapi banyak 

banget halaman yang harus dibuka, jadi bingung sendiri. Belum lagi 

kalau ada kesalahan data atau dokumen, akhirnya saya minta tolong aja 

sama petugasnya untuk mengisikan data-data nya.”
10

 

 

Ketidakpahaman dalam pendaftaran nikah menggunakan SIMKAH 

dikarenakan faktor kurangnya faham dengan teknologi atau gagap 

teknologi. 

Dari penggambaran hasil wawancara di KUA Marga Tiga dan 

KUA Metro Pusat terlihat bahwa eksistensi SIMKAH ada, namun yang 

melakukan pendaftaran nikah bukan dari masyarakatnya namun melainkan 

dilakukan oleh operator KUA sehingga masyarakat belum berdaya dalam 

menggunakan SIMKAH. Akhirnya tingkat pemahaman dan kesadaran 

masyarakat terhadap SIMKAH masih kurang. Adapun di KUA Metro 

Pusat eksistensi SIMKAH ada, namun lemah dibagian sarana dan 

prasarana berupa server SIMKAH yang sering mengalami down, sehingga 

mengganggu proses pendaftaran pernikahan. 

                                                           
9
 Wawancara dengan Dwi dan Ikhwan selaku Masyarakat Metro Pusat, 8 Juni 2025. 

10
 Wawancara dengan Rohman selaku masyarakat Kecamatan Marga Tiga, 4 juni 2025 



48 

 

 

 

Kenyataan yang ada di lapangan, didapati adanya kelemahan pada 

bagian masyarakat tersebut menjadi faktor kurang maksimalnya hukum di 

KUA Marga Tiga, sebab masyarakat yang tidak mau menerima perubahan 

pada sistem administrasi pendaftaran nikah.  

Tabel 4.1 Wawancara 

No 
Nama 

Narasumber 
Pertanyaan Jawaban 

1 Muhammad 

Hidayat, S.Ag 

(kepala KUA 

Marga Tiga) 

Sejak Kapan SIMKAH 

di berlakukan di KUA 

Marga Tiga 

SIMKAH diberlakukan 

sejak tahun 2019 

2 Muhammad 

Hidayat, S.Ag. 

Sejauh mana peran 

KUA dalam 

keefektivitasan 

penggunaan SIMKAH 

di KUA Marga Tiga 

aplikasi SIMKAH sangat 

efektif sangat 

mempermudah pelayanan 

dan mempercepat 

pelayanan di KUA. 

Dengan penerapan 

SIMKAH ini secara 

menyeluruh bisa 

mencegah penipuan data 

perkawinan dan petugas 

KUA tidak perlu 

memeriksa berkas secara 

manual atau menginput 

data berulang kali. 

SIMKAH ini juga sangat 

efektif sebagai database 

digital sehingga bisa 

disimpan dengan leluasa. 

3 Ahmad 

Gunawan, 

S.Ag., M.Sy. 

(Kepala KUA 

Metro Pusat) 

Sejak Kapan SIMKAH 

di berlakukan dan 

Sejauh mana peran 

KUA dalam 

keefektivitasan 

penggunaan SIMKAH 

di KUA Marga Tiga 

Aplikasi SIMKAH  sangat 

efektif sekali. sejak 

penerapan SIMKAH pada 

tahun 2019, banyak 

perubahan signifikan. 

Yang paling utama adalah 

efisiensi waktu dan proses 

yang lebih transparan. 

Dulu, untuk mengurus 

administrasi pernikahan, 

calon pengantin harus 

datang berkali-kali untuk 

mengisi formulir, 
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menyerahkan dokumen, 

dan menunggu antrean. 

Sekarang, semua bisa 

dilakukan secara online. 

Salah satu kelebihan 

SIMKAH adalah proses 

pendaftaran yang tidak 

memerlukan kehadiran 

fisik. Calon pengantin 

cukup mengakses sistem 

dari rumah untuk mengisi 

formulir dan mengunggah 

dokumen yang diperlukan. 

Kami juga bisa langsung 

mengkonfirmasi apakah 

dokumen yang diajukan 

sudah lengkap atau ada 

yang kurang. Jika ada 

kekurangan, kami dapat 

menghubungi calon 

pengantin segera, tanpa 

mereka perlu datang lagi 

ke kantor 

4 Sri 

Wahyuni,S.E.I 

(Operator 

SIMKAH 

Marga Tiga) 

Apakah ada kendala 

atau hambatan dalam 

penerapan SIMKAH 

Hambatan internalnya 

adalah koneksi internet 

yang sering terputus atau 

lambat. selain masalah 

jaringan, kami juga sering 

menghadapi masalah 

dengan server yang sering 

eror atau down. Selain itu 

kendala eksternalnya 

selama ini ada di data 

kependudukan, seperti 

mempunyai identitas 

ganda, identitas sudah 

dicabut tapi belum 

diperbarui, sehingga saat 

mengakses muncul data 

tidak ditemukan, lalu dari 

masyarakatnya sendiri 

banyak yang tidak 

memahami SIMKAH 

dikarenakan ketika 

mendaftar nikah hanya 

diwakilkan oleh perangkat 
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desa atau orang tua. 

5 Purnia 

Cahyanti, S.E.I 

(Operator 

SIMKAH 

KUA Metro 

Pusat) 

Apakah ada kendala 

atau hambatan dalam 

penerapan SIMKAH 

salah satu kendala yang 

cukup sering kami hadapi 

adalah masalah server 

pusat yang terkadang 

mengalami gangguan. 

Ketika server pusat sedang 

bermasalah, akses ke 

sistem menjadi lambat 

atau bahkan tidak bisa 

diakses sama sekali. Ini 

tentu mempengaruhi 

kelancaran layanan kami, 

karena sebagian besar 

proses administrasi 

pernikahan sekarang 

bergantung pada sistem 

tersebut 

6 Ikhwan dan 

Dwi (Pasangan 

pengantin 

KUA Metro 

Pusat) 

Sejauh mana 

tanggapan bapak/ibu 

terhadap penerapan 

SIMKAH di KUA 

Saya merasa sangat 

terbantu dengan adanya 

SIMKAH. Dulu, proses 

administrasi seperti 

mengurus dokumen 

kependudukan itu rumit 

banget. Harus ke banyak 

kantor, antri panjang, dan 

kadang gak jelas 

prosedurnya. Tapi 

sekarang, SIMKAH 

mempermudah semuanya. 

Kita bisa mengakses 

dengan cepat, dan 

mengurus dokumen juga 

jadi lebih praktis. 

Awalnya saya bingung 

bagaimana cara 

mendaftarnya, Namun 

kemudian dijelaskan oleh 

petugas operator 

SIMKAH kegunaan dan 

manfaat SIMKAH dan 

diberitahu tutorial cara 

mendaftar pernikahan 

menggunakan SIMKAH 

7 Rohman Sejauh mana 

tanggapan bapak 

saya merasa SIMKAH itu 

bikin pusing. Awalnya saya 
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terhadap penerapan 

SIMKAH di KUA 

pikir, kalau sudah ada sistem 

online, semua jadi lebih 

mudah. Tapi kenyataannya, 

saya malah jadi lebih 

bingung. Misalnya, harus 

unggah dokumen-dokumen 

yang kadang nggak jelas 

harus dalam format apa. 

Terus, kalau salah sedikit, 

nggak bisa lanjut, dan saya 

harus ulang lagi dari awal. 

Yang paling ribet itu waktu 

saya harus ngecek statusnya. 

Kadang saya nggak tahu, 

sudah diproses atau belum. 

Saya coba cek online, tapi 

banyak banget halaman yang 

harus dibuka, jadi bingung 

sendiri. Belum lagi kalau ada 

kesalahan data atau 

dokumen, akhirnya saya 

minta tolong aja sama 

petugasnya untuk 

mengisikan data-data nya 

 

C. Upaya KUA Marga Tiga dan KUA Metro Pusat dalam 

Mensosialisasikan Manfaat SIMKAH Bagi Masyarakat dalam 

Penggunaan SIMKAH. 

 Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pencatatan 

pernikahan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat, Kantor 

Urusan Agama (KUA) Marga Tiga dan KUA Metro Pusat terus 

melakukan berbagai upaya untuk mensosialisasikan manfaat Sistem 

Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Sosialisasi ini merupakan bagian 

dari komitmen Kementerian Agama untuk mewujudkan pelayanan publik 

yang transparan, cepat, dan akurat melalui pemanfaatan teknologi 

informasi. Kedua KUA tersebut memahami bahwa keberhasilan 

implementasi SIMKAH tidak hanya bergantung pada kesiapan internal 
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lembaga, tetapi juga pada tingkat pemahaman dan keterlibatan masyarakat 

sebagai pengguna layanan. 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala serta operator KUA, 

diperoleh data bahwa KUA telah melakukan upaya dalam memberikan 

pemahaman mengenai SIMKAH kepada masyarakat Marga Tiga dan 

Metro Pusat. Kepala KUA menginisiasi dengan melakukan sebuah 

tindakan yang bertujuan agar dapat meminimalisir problem yang terjadi 

saat ini. Berikut ini adalah informasi yang dikemukakan informan terkait 

upaya meminimalisir problem dalam proses administrasi pencatatan 

perkawinan. 

 “ Kami sudah melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait SIMKAH 

kepada masyarakat. Kami melakukan berbagai pendekatan, terutama 

dengan mengadakan sosialisasi melalui pertemuan rutin di desa-desa atau 

kecamatan. Misalnya, kami sering mengadakan bimbingan pra-nikah, 

yang salah satu agendanya adalah penjelasan mengenai pentingnya 

pendaftaran nikah melalui Simkah. Kami juga memberikan kertas tutorial 

bagaimana caranya melakukan pendaftaran pernikahan dengan 

menggunakan SIMKAH. Di sisi lain, kami juga memanfaatkan platform 

digital seperti website dan media sosial resmi KUA untuk mengedukasi 

masyarakat tentang langkah-langkah penggunaan SIMKAH”
11

 

Hasil wawancara dengan pihak KUA Marga Tiga dan KUA Metro 

Pusat menunjukkan bahwa kedua lembaga ini memiliki komitmen yang 

kuat dalam mendukung digitalisasi layanan publik, khususnya dalam 

pencatatan pernikahan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah 

(SIMKAH). Dari wawancara tersebut terungkap bahwa para petugas KUA 

tidak hanya memahami pentingnya transformasi digital, tetapi juga aktif 

mengedukasi masyarakat agar dapat beradaptasi dengan sistem yang baru 

                                                           
11

 Wawancara dengan Kepala KUA Marga Tiga dan Kepala KUA Metro Pusat, 4 dan 10 

Juni 2025 
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ini. Pihak KUA Marga Tiga menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam 

penerapan SIMKAH bukan terletak pada sistem itu sendiri, melainkan 

pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital. Oleh 

karena itu, pendekatan yang digunakan bersifat langsung dan bersahabat, 

seperti menyisipkan materi sosialisasi SIMKAH dalam bimbingan 

pranikah dan pelayanan tatap muka.  

Sementara itu, wawancara dengan KUA Metro Pusat 

memperlihatkan adanya inovasi dalam menyebarkan informasi tentang 

SIMKAH, salah satunya melalui media sosial membagikan kertas tutorial 

cara menggunakan SIMKAH. Menurut mereka, keberhasilan penggunaan 

SIMKAH sangat bergantung pada kesadaran kolektif bahwa teknologi 

merupakan sarana untuk mempermudah, bukan menyulitkan. 

Secara umum, wawancara ini memperlihatkan bahwa KUA Marga 

Tiga dan KUA Metro Pusat telah mengambil peran aktif dalam 

menyosialisasikan manfaat SIMKAH. Upaya yang dilakukan tidak hanya 

bersifat administratif, tetapi juga edukatif dan partisipatif. Hal ini menjadi 

bukti bahwa transformasi digital di lingkungan Kementerian Agama 

berjalan ke arah yang positif dan inklusif, menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat dengan pendekatan yang sesuai kebutuhan lokal. 

 Penegak hukum dalam hal ini telah melakukan tanggung jawabnya 

selaku penegak hukum dengan melaksanakan administrasi pencatatan 

pernikahan berdasarkan aturan yang berlaku. Selanjutnya terkait fasilitas 

dan sarana, pihak KUA berupaya memberikan alternatif dengan 
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memberikan lembar kertas berisi link SIMKAH serta tata cara mendaftar 

dan memberikan bantuan pelayanan jika para pendaftar mengalami 

kesulitan dalam mendaftarkan pernikahan menggunakan SIMKAH.  

Adapun terhadap masyarakat, pihak KUA memberikan sosialisasi dan juga 

kajian yang telah dilakukan di kantor Kecamatan setempat. Meski upaya-

upaya tersebut telah dilakukan oleh KUA Marga Tiga dan KUA Metro 

Pusat, namun masih menyulitkan sebagian masyarakat lainnya, yang mana 

berarti bahwa upaya  tersebut belum atau kurang maksimal dalam 

mengatasi permasalahan yang dihadapi. 

Tabel 4.2 wawancara 

No 
Nama 

Narasumber 
Pertanyaan Jawaban 

1 Sri Wahyuni, S.E.i 

dan Purnia 

Cahyanti,S.E.I 

(Operator 

SIMKAH KUA 

Marga Tiga dan 

KUA Metro Pusat) 

Bagaimana upaya 

KUA Marga Tiga 

dan KUA Metro 

Pusat dalam 

mensosialisasikan 

manfaat  

penggunaan 

SIMKAH kepada 

masyarakat 

Kami sudah 

melakukan 

sosialisasi dan 

penyuluhan terkait 

SIMKAH kepada 

masyarakat. Kami 

melakukan 

berbagai 

pendekatan, 

terutama dengan 

mengadakan 

sosialisasi melalui 

pertemuan rutin di 

desa-desa atau 

kecamatan. 

Misalnya, kami 

sering mengadakan 

bimbingan pra-

nikah, yang salah 

satu agendanya 

adalah penjelasan 

mengenai 

pentingnya 
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pendaftaran nikah 

melalui Simkah. 

Kami juga 

memberikan kertas 

tutorial bagaimana 

caranya melakukan 

pendaftaran 

pernikahan dengan 

menggunakan 

SIMKAH. Di sisi 

lain, kami juga 

memanfaatkan 

platform digital 

seperti website dan 

media sosial resmi 

KUA untuk 

mengedukasi 

masyarakat tentang 

langkah-langkah 

penggunaan 

SIMKAH 

D. Problematika Penggunaan Simkah  Yang Dihadapi Oleh Masyarakat 

Marga Tiga dan Metro Pusat. 

Penggunaan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) oleh 

masyarakat sejatinya dimaksudkan untuk mempermudah proses 

administrasi pernikahan di Indonesia. Namun, dalam implementasinya, 

masih terdapat berbagai problematika yang menghambat efektivitas sistem 

ini. Salah satu persoalan utama adalah minimnya pemahaman masyarakat 

terhadap teknologi digital, terutama di wilayah pedesaan atau daerah 

dengan keterbatasan akses internet. Banyak calon pengantin atau keluarga 

mereka yang belum familiar dengan proses pendaftaran pernikahan secara 

daring, sehingga tetap memilih datang langsung ke Kantor Urusan Agama 

(KUA) untuk mendapatkan bantuan. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Marga Tiga 

menyatakan bahwa: 

“Waktu saya mau daftar nikah bulan lalu, saya disuruh petugas KUA 

untuk coba daftar lewat SIMKAH online. Tapi saya agak bingung. 

Pertama, saya enggak tahu harus buka situs yang mana. Terus pas sudah 

dibuka, saya bingung isi-isinya. Banyak istilah yang saya enggak ngerti. 

Awalnya saya coba sendiri sama calon istri saya, tapi karena bingung, 

akhirnya kami ke KUA juga minta bantuan. Di sana, petugasnya bantu 

masukin data, tapi katanya karena data saya belum cocok sama data di 

Dukcapil, jadi enggak bisa langsung diproses. Sebenarnya pendaftaran 

nikah menggunakan simkah menurut saya agak ribet mbak, Kalau buat 

yang paham internet sih mungkin enak ya, enggak usah bolak-balik ke 

KUA. Tapi buat saya, malah ribet. Apalagi internet di desa sini juga 

sering lambat. Saya lebih nyaman langsung datang ke kantor, ngobrol 

sama petugas”
12

 

“waktu itu saya coba daftar nikah lewat SIMKAH beberapa minggu lalu. 

Secara umum sih saya bisa akses websitenya dan isi data. Tapi waktu 

mulai unggah dokumen, saya agak bingung harus pakai format seperti 

apa, ukurannya berapa, dan bagian mana yang wajib diisi. Saya coba 

baca panduan yang ada di situs, tapi kurang lengkap. Akhirnya saya 

tanya ke teman saya yang sudah nikah duluan, terus saya juga sempat 

datang ke KUA buat nanya ke petugas langsung. Mereka cukup 

membantu, sih. Sebenernya adanya SIMKAH niatnya sangat bagus ya 

mbak, bisa hemat waktu dan enggak perlu antre di KUA. Tapi 

tampilannya masih agak membingungkan, terutama buat orang yang 

jarang urus dokumen online. Mungkin kalau ada tutorial video atau chat 

bantuan langsung, itu akan sangat membantu.”
13

 

Adanya ketidakpahaman dalam menggunakan SIMKAH 

disebabkan minimnya pengetahuan mengenai SIMKAH, lalu kebiasaan 

masyarakat dalam pendaftaran nikah yang diwakilkan kepada pihak lain 

seperti anggota keluarga atau kepala dusun (kaum) setempat serta 

ketidakpahaman dalam pendaftaran nikah menggunakan SIMKAH 

tersebut dikarenakan faktor kurang pemahaman mengenai teknologi yang 

dianggap rumit, selain itu fasilitas penunjang yang dirasa kurang dan 

                                                           
12

 Wawancara dengan Dwi dan Ikhwan selaku masyarakat Kecamatan Metro Pusat. 8 Juni 

2025 
13

 Wawancara dengan Rohman selaku masyarakat Kecamatan Marga Tiga, 4 Juni 2025 
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faktor usia yang mempengaruhi dalam pendaftaran nikah menggunakan 

SIMKAH. 

Lain halnya dengan yang dikemukakan masyarakat metro pusat, 

yang menyatakan bahwa: 

“Awalnya sempat bingung dengan cara mendaftarnya, namun kemudian 

dijelaskan oleh petugas operator SIMKAH dengan menggunakan 

menggunakan media layanan yang ada di KUA tentang kegunaan dan 

manfaat SIMKAH, salah satunya adalah adanya kartu nikah online yang 

dapat diakses kapan saja” 
14

 

Setelah melakukan wawancara dengan sejumlah masyarakat dari 

Marga Tiga dan Metro Pusat terkait penggunaan Sistem Informasi 

Manajemen KUA (SIMKAH), terungkap beberapa problematika utama 

yang cukup signifikan mempengaruhi efektivitas dan kenyamanan dalam 

mengakses layanan. Pertama, sebagian besar responden mengeluhkan 

kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai cara penggunaan 

SIMKAH. Hal ini menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam 

mengoperasikan sistem secara mandiri, terutama bagi masyarakat yang 

tidak terbiasa dengan teknologi digital. Kedua, keterbatasan akses internet 

di beberapa wilayah membuat proses pengajuan administrasi melalui 

SIMKAH menjadi terhambat. Di Marga Tiga, terutama di daerah yang 

masih minim jaringan, masyarakat terpaksa harus datang langsung ke 

kantor KUA, sehingga menghilangkan kemudahan yang seharusnya 

diberikan oleh sistem ini. 

                                                           
14

 Wawancara dengan Kepala KUA Marga Tiga dan Kepala KUA Metro Pusat, 4 dan 10 

Juni 2025 
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Selain itu, terdapat kendala teknis seperti lambatnya respons sistem 

dan beberapa fitur yang belum berjalan maksimal. Keluhan lain yang 

muncul adalah kurangnya bantuan teknis secara langsung saat menghadapi 

masalah, sehingga masyarakat merasa tidak mendapatkan pendampingan 

yang cukup. Meski begitu, masyarakat juga mengapresiasi adanya 

SIMKAH karena membantu mempercepat proses administrasi pernikahan 

dan pencatatan sipil bila dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya. 

Namun, peningkatan dalam hal pelatihan, fasilitas pendukung, dan 

infrastruktur teknologi sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan manfaat 

SIMKAH bagi masyarakat di kedua wilayah tersebut. 

Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun 

SIMKAH sudah memberikan kemudahan, namun berbagai tantangan 

teknis dan sosial masih perlu diatasi agar penggunaan sistem ini bisa 

berjalan lebih efektif dan inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat. 

 

 

 

4.3 Tabel wawancara 
 

No 
Nama 

Narasumber 
pertanyaan Jawaban 

1 Yogi dan Diana 

(Masyarakat 

Marga Tiga 

Apa saja 

kendala atau 

hambatan 

ketika 

menggunakan 

SIMKAH 

Waktu saya mau daftar nikah 

bulan lalu, saya disuruh 

petugas KUA untuk coba 

daftar lewat SIMKAH online. 

Tapi saya agak bingung. 

Pertama, saya enggak tahu 

harus buka situs yang mana. 

Terus pas sudah dibuka, saya 
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bingung isi-isinya. Banyak 

istilah yang saya enggak 

ngerti. Awalnya saya coba 

sendiri sama calon istri saya, 

tapi karena bingung, akhirnya 

kami ke KUA juga minta 

bantuan. Di sana, petugasnya 

bantu masukin data, tapi 

katanya karena data saya 

belum cocok sama data di 

Dukcapil, jadi enggak bisa 

langsung diproses. Sebenarnya 

pendaftaran nikah 

menggunakan simkah menurut 

saya agak ribet mbak, Kalau 

buat yang paham internet sih 

mungkin enak ya, enggak usah 

bolak-balik ke KUA. Tapi 

buat saya, malah ribet. 

Apalagi internet di desa sini 

juga sering lambat. Saya lebih 

nyaman langsung datang ke 

kantor, ngobrol sama petugas 
2 Elok (Masyarakat 

Marga Tiga) 

Apa saja 

kendala atau 

hambatan 

ketika 

menggunakan 

SIMKAH 

waktu itu saya coba daftar 

nikah lewat SIMKAH 

beberapa minggu lalu. Secara 

umum sih saya bisa akses 

websitenya dan isi data. Tapi 

waktu mulai unggah 

dokumen, saya agak bingung 

harus pakai format seperti apa, 

ukurannya berapa, dan bagian 

mana yang wajib diisi. Saya 

coba baca panduan yang ada 

di situs, tapi kurang lengkap. 

Akhirnya saya tanya ke teman 

saya yang sudah nikah duluan, 

terus saya juga sempat datang 

ke KUA buat nanya ke 

petugas langsung. Mereka 

cukup membantu, sih. 

Sebenernya adanya SIMKAH 

niatnya sangat bagus ya mbak, 

bisa hemat waktu dan enggak 

perlu antre di KUA. Tapi 

tampilannya masih agak 
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membingungkan, terutama 

buat orang yang jarang urus 

dokumen online. Mungkin 

kalau ada tutorial video atau 

chat bantuan langsung, itu 

akan sangat membantu 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 

Khoirul dan 

Annisa 

(Masyarakat 

Metro Pusat) 

Apa saja 

kendala atau 

hambatan 

ketika 

menggunakan 

SIMKAH 

Awalnya sempat bingung 

dengan cara mendaftarnya, 

namun kemudian dijelaskan 

oleh petugas operator 

SIMKAH dengan 

menggunakan menggunakan 

media layanan yang ada di 

KUA tentang kegunaan dan 

manfaat SIMKAH, salah 

satunya adalah adanya kartu 

nikah online yang dapat 

diakses kapan saja 
 

E. Analisa Hasil Komparatif Peran KUA Dalam Menerapkam SIMKAH 

di KUA Marga Tiga dan KUA Metro Pusat  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Metro Pusat memiliki 

tingkat kemajuan yang lebih signifikan dalam penerapan Sistem Informasi 

Manajemen Nikah (SIMKAH) dibandingkan dengan KUA Marga Tiga. 

Hal ini dapat dilihat dari kesiapan infrastruktur, kompetensi sumber daya 

manusia, serta pemanfaatan sistem digital secara menyeluruh dalam 

pelayanan administrasi pernikahan. KUA Metro Pusat telah menerapkan 

SIMKAH secara optimal, mulai dari proses pendaftaran nikah, verifikasi 

berkas, hingga pelaporan data yang terintegrasi dengan instansi lain, 

seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Petugas di KUA Metro 

Pusat juga telah mendapatkan pelatihan yang memadai, sehingga mampu 

mengelola sistem dengan baik dan memberikan layanan yang efisien serta 

berbasis teknologi. 
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Sebaliknya, KUA Marga Tiga masih menunjukkan keterlambatan 

dalam mengadopsi SIMKAH secara penuh. Beberapa proses administrasi 

masih dilakukan secara manual karena keterbatasan sarana pendukung 

seperti jaringan internet, perangkat komputer, serta keterampilan teknis 

petugas. Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat turut 

menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi sistem ini. Akibatnya, 

layanan yang diberikan oleh KUA Marga Tiga cenderung memakan waktu 

lebih lama dan kurang efektif dibandingkan dengan KUA Metro Pusat. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KUA Metro Pusat 

lebih maju dalam hal pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan 

publik, sedangkan KUA Marga Tiga masih memerlukan dukungan dan 

pembinaan lebih lanjut agar dapat menyusul dalam penerapan digitalisasi 

layanan pernikahan melalui SIMKAH. 

 

  



 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan 

tentang peran KUA dan juga problematikanya dalam penggunaan 

SIMKAH di KUA Marga Tiga dan KUA Metro Pusat tantangan yang 

dihadapi dalam implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah 

(SIMKAH) di dua wilayah yang memiliki karakteristik yang sangat 

berbeda, yaitu KUA Marga Tiga dan KUA Metro Pusat. Kedua KUA ini 

mewakili dua tipologi wilayah yang kontras: KUA Marga Tiga berada di 

daerah pedesaan, sementara KUA Metro Pusat terletak di lingkungan 

perkotaan. 

KUA Marga Tiga melayani masyarakat yang sebagian besar 

memiliki latar belakang konservatif dengan tingkat pendidikan menengah, 

serta masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dalam berbagai aspek 

kehidupan, termasuk dalam urusan pernikahan. Sebaliknya, KUA Metro 

Pusat berada di kawasan perkotaan dengan masyarakat yang lebih modern 

dan cenderung terbuka terhadap perkembangan teknologi. Tingkat 

pendidikan masyarakat di wilayah ini relatif lebih tinggi, sehingga adaptasi 

terhadap sistem digital cenderung lebih cepat dan efektif. 

Penerapan SIMKAH di kedua KUA ini mulai dilakukan secara 

resmi sejak tahun 2019, sejalan dengan program digitalisasi layanan publik 

yang dicanangkan oleh Kementerian Agama. SIMKAH hadir sebagai 
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solusi untuk memperbaiki sistem administrasi pernikahan yang 

sebelumnya dilakukan secara manual, dengan tujuan meningkatkan 

efisiensi layanan, transparansi proses, serta memberikan kemudahan bagi 

masyarakat dalam mengurus pernikahan. 

Dari hasil observasi dan wawancara, terbukti bahwa keberadaan 

SIMKAH telah memberikan dampak positif yang signifikan, terutama 

dalam mempercepat proses pendaftaran nikah, meminimalisasi kesalahan 

administrasi, dan meningkatkan keakuratan data. Namun, keberhasilan 

implementasi SIMKAH tidak terlepas dari berbagai tantangan yang harus 

dihadapi, terutama dalam konteks perbedaan kondisi geografis, 

infrastruktur, dan karakteristik sosial masyarakat. 

Di wilayah Marga Tiga, tantangan terbesar adalah keterbatasan 

infrastruktur, khususnya akses internet yang masih lemah dan sering tidak 

stabil. Hal ini menyebabkan sistem SIMKAH sering tidak dapat digunakan 

secara optimal, terutama saat server mengalami gangguan atau ketika 

akses jaringan terganggu. Selain itu, literasi digital masyarakat yang masih 

rendah juga menjadi hambatan utama. Banyak warga yang belum terbiasa 

menggunakan perangkat digital dan tidak memahami cara kerja sistem 

online, sehingga proses pendaftaran seringkali masih bergantung pada 

bantuan pihak ketiga seperti perangkat desa, operator KUA, atau orang tua 

calon pengantin. Masalah lainnya adalah ketidaksinkronan data antara 

SIMKAH dengan sistem data kependudukan yang dikelola oleh Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Ketidaksesuaian data ini 
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seringkali menghambat proses verifikasi administrasi, yang seharusnya 

bisa dilakukan secara otomatis dan efisien. Ketergantungan masyarakat 

terhadap cara-cara lama dalam mengurus administrasi pernikahan, 

termasuk kebiasaan datang langsung ke kantor KUA dan menyerahkan 

sepenuhnya proses kepada petugas, juga memperlambat adaptasi terhadap 

sistem baru ini. 

Berbeda halnya dengan KUA Metro Pusat, kendala yang dihadapi 

lebih bersifat teknis, seperti gangguan server atau gangguan sistem yang 

berasal dari pusat. Masyarakat di wilayah ini umumnya sudah familiar 

dengan teknologi dan cukup mandiri dalam mengakses serta 

mengoperasikan SIMKAH. Namun, pelayanan juga tetap bisa terganggu 

apabila sistem pusat mengalami kendala teknis yang tidak dapat segera 

diatasi. 

 

B. Saran  

Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa saran diantaranya: 

1. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Mulya dan Kecamatan 

Kota Metro Pusat untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat 

terkait proses pendaftaran nikah di SIMKAH. 

2. Bagi masyarakat agar senantiasa taat hukum dan menyesuaikan diri 

dengan perkembangan teknologi di era digitalisasi guna 

mempermudah proses administrasi yang berkaitan dengan administrasi 

negara.
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